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BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak
Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Malaka.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara\\R ublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah di ubhh beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamibahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesies?)mor 4578);/9"



Menetapkan

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten
Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun
2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Malaka Nomor 28);

Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Organisasi Susunan, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.

i o

Daerah adalah Kabupaten Malaka.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malaka.

Bupati adalah Bupati Malaka.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malaka.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Malaka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malaka. ;



10.
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13.

14.

15

16.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan
kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan wuang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyva
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Pengeluaran PPKD pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tak
Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.ﬂ/ <
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Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka.
Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang ditunjuk
Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan olch
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah
longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa,
kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu
atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga
darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke
pemulihan.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menanggani dampak buruk yang
ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian,
penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat
RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh
SKPD terkait.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan. f/ ;



26. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk
membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap
darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

BAB II _
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup;

(2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas
penyelenggaraan  pemerintahan demi terciptanya
keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di
daerah;

(3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

(4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk
dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga,
selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser
ke dalam kegiatan;

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti

yang sah. y (5/



BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA
Pasal 3

(1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan:

a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan
laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati;
dan

b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan
adanya laporan instansi teknis kepada Bupati.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati memerintahkan instansi teknis untuk
melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana
Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.

(3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Bupati memerintahkan instansi terkait untuk
menyiapkan:

a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil
kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau

b. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan
pengelolaan kegiatan yang didanai anggaran tidak
terduga.

(4) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
selaku Pejabat = Pengelolaan Keuangan Daerah
mengeluarkan anggaran dana tidak terduga.

BAB IV
PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA
Pasal 4

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan
kepada SKPD yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan
kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Pasal 5

(1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan
mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD
ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
berkenaan.

(2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang
mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD
dilaporkan dalamn pelaksanaan pertanggungjawaban

APBD. /Q’



Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga
menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk yang menerima
dana tidak terduga.

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana
tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan
dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai

kebutuhan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 Januari 2019

?-STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR ... /Q’



